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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jaring pengaman sistem keuangan sangat penting untuk instansi cakupan 

pengaturan JPSK, perkembangan perekonomian negara serta untuk 

kepentingan umum. Pengaturan secara khusus mengenai jaring pengaman 

sistem keuangan akan memberikan kejelasan kepada instansi cakupan 

pengaturan JPSK mengenai prosedural dalam menghadapi suatu kondisi tidak 

normal sehingga ketika adanya suatu kondisi tidak normal maka hal tersebut 

dapat ditangani dengan cepat dan tidak menyebabkan depresi ekonomi yang 

terus-menerus seperti pada krisis moneter pada tahun 1997-1998. Pengaturan 

mengenai jaring pengaman sistem keuangan juga akan memberikan landasan 

hukum yang jelas kepada intansi terkait untuk melakukan tugasnya dalam 

menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga instansi cakupan JPSK akan 

lebih berani dalam mengambil keputusan dalam menangani suatu kondisi 

tidak normal. Pengaturan jaring pengaman sistem keuangan juga penting 

terhadap perkembangan perekonomian suatu negara karena dengan adanya 

jaring pengaman sistem keuangan maka stabilitas sistem keuangan dapat tetap 

terjaga dan hal tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap 

perkembangan perekonomian negara. Jaring pengaman sistem keuangan juga 

 

 



76 
 

memberikan kejelasan mengenai koordinasi antar intansi cakupan JPSK 

sehingga koordinasi antar instansi dapat terjalin dengan baik dan stabilitas 

sistem keuangan dapat terwujud karena pada dasarnya koordinasi antar 

instansi diperlukan dalam hal menjaga serta memelihara stabilitas sistem 

keuangan. Jaring pengaman sistem keuangan juga penting untuk kepentingan 

umum yang dalam hal ini merupakan masyarakat mengenai transparansi dan 

aliran dana yang digunakan untuk mengatasi suatu kondisi tidak normal 

karena pada dasarnya dana yang digunakan dalam mengatasi kondisi tidak 

normal berasal dari APBN yang didominasi oleh pajak yang notabene 

merupakan uang masyarakat Indonesia. 

2. Alasan undang-undang JPSK belum dapat diwujudkan dari sisi yuridis yaitu 

karena belum dicabutnya Perpu JPSK yang menyebabkan pembahasan RUU 

JPSK tidak dapat berlanjut sehingga menyebabkan RUU JPSK tidak dapat 

diwujudkan. Pembahasan mengenai RUU JPSK hanya dapat dilanjutkan 

setelah adanya pencabutan terhadap Perpu JPSK yaitu setelah tanggal 6 

Agustus 2015, selain itu juga terdapat faktor politis yang menyebabkan 

pembentukan undang-undang JPSK belum dapat diwujudkan yaitu yang pada 

dasarnya topik pembahasan RUU JPSK merupakan hal yang kurang menarik 

bagi pihak DPR karena dengan adanya undang-undang JPSK maka 

kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang berkelanjutan ke 

money laundry menjadi terminimalisir. 
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B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin menyampaikan beberapa 

saran antara lain : 

1. Diharapkan kepada pihak DPR supaya cepat dalam melakukan pembahasan 

RUU JPSK dan segera mengesahkan RUU JPSK. 

2. Hendaknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif lebih tegas dan jelas 

sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan penafsiran yang dapat 

menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 

3. Perlu dilakukannya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 khususnya pada pasal 22 dengan menambahkan 

klausula yang mengatur mengenai jangka waktu pencabutan suatu Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang ketika adanya penolakan terhadap 

DPR. 

4. Perlu dilakukannya penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada 

pasal 52 dengan menambahkan klausula yang mengatur mengenai jangka 

waktu pengajuan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Pemerintah atas Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditolak menjadi undang-undang 

oleh DPR. 
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